
NOMOR 4 
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK 

WALIKOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

I SALINAN I 

TAHUN 2015 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 4 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2001 

TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

a. bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 

Tahun 2001 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk 

Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 

dibentuk sebagai pedoman dalam penyusunan produk 

hukum di daerah; 

b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 201 1  ten tang Pembentukan Peraturan Perundang 

undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah telah memberikan Pedoman bagi 

Penyusunan Produk Hukum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan 

Nomor 5568); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

Negara Republik Indonesia 



Menetapkan 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

1 1 .  Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lemba.ran Daerah 

Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAIL.AN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 

Dan 

WALIKOTA DEPOK 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHON 2011 TENTANG 

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAL. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 60 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Depok Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubaban atas 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 Tentang 

Tata Cara Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 35 Seri E), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang.kan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Depok. 

Ditetapkan di Depok 

pada tanggal 7 Mei 2015 

WALIKOTA DEPOK 

TTD 

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL 

Diundangkan di Depok 

pada tanggal 7 Mei 20 15  

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK 

TTD 

Hj. ETY SURYAHATI 

LEMBARAN DAERAI KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR + 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: 

(68)/(2015) 


